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KATA PENGANTAR 
 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 Pasal 33 ayat (3) yang memuat ketentuan, “Bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara 

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Baku 

mutu lingkungan  tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, Pasal 1 angka 13 yang menyatakan bahwa Baku mutu 

lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, 

zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur 

pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber 

daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. 

Selain baku mutu lingkungan, juga kriteria baku kerusakan 

lingkungan yang selama ini masih belum memadai pengaturannya. 

Salah satunya kriteria baku mutu gambut yang pada perkembang-

annya terus mengalami penurunan kualitas lingkungan, akibat 

kerusakan lingkungan. Upaya preventif dan represif tentu 

diperlukan menjaga kelestarian lingkungan hidup. 

Pentingnya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 

Gambut secara tegas diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

terkait dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf f dan ayat (5), 

bahwa untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup 

perlu ada ketetapan (aturan) kriteria baku kerusakan tersebut, 

meliputi: kriteria baku kerusakan ekosistem (yang salah satunya 

ekosistem gambut) dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan 

iklim. 

Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut adalah 

material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa 

tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 

50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa. 
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Berdasarkan data KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan) saat ini terjadi penurunan angka deforestasi dalam 

kawasan hutan, pada tahun 2017 adalah 479 ribu hectare, dengan 

rincian di dalam kawasan hutan seluas 308 ribu hectare, dan di 

Areal Penggunaan Lain (APL) adalah 171 ribu. 

Pada tahun 2015, sekitar 300 hektare lahan pertanian 

masyarakat hangus terbakar. Bencana itu juga berdampak buruk 

pada kesehatan masyarakat disekitarnya. Pada tahun 2016 untuk 

merestorasi gambut, masyarakat telah melakukan pembangunan 11 

sekat kanal dan membangun 125 sumur bor yang akan menjadi 

sumber air dalam pengendalian kebakaran lahan gambut.  

Pada tahun 2017  dibangun sebanyak 73 sekat kanal dan 

akan membangun sumur bor lagi sebanyak 280 sumur bor. Untuk 

memperkuat pengelolaan hutan gambut masyarakat sekitar telah 

memperoleh izin pengelolaan Hutan Desa dari Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 3.155 hectare untuk 

memanfaatkan rotan dan mengembangkan berbagai olahan bernilai 

tinggi. 

Kerusakan gambut berdampak negatif antara lain: 

kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, 

menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi 

hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun 

global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta 

mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara. 

Bahkan gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia akhir 

telah melintasi batas negara. 

Permasalahan kerusakan gambut yang terus terjadi, 

memberi spirit kami, untuk membuat telaah hukum pengaturan 

yang terkait kretria baku kerusakan gambut. Buku pengaturan 

kriteria baku kerusakan ekosistem gambut memberi wawasan 

keilmuan khusus hukum lingkungan pada permasalahan-

permasalahan dan pengaturan gambut di Indonesia. 
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Kami menyadari buku ini masih jauh dari sempurna, segala 

kritik dan saran diharapkan atas kesempurnaannya. Terimakasih 

yang tak terhingga pada semua pihak yang membantu terbitnya 

karya ini. Buku ini saya persembahkan kepada mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Mulawarman angkatan 2016 Kelas A dan D, 

yang memberi spirit, motivasi, ide-ide cemerlang untuk 

pengembangan keilmuan di bidang hukum lingkungan kedepan. 

Semoga buku ini bermanfaat, dan memberi nilai keilmuan bagi 

pembaca untuk mulai mengenal lebih dekat kriteria baku 

kerusakan ekosistem gambut. 

 

 Samarinda, 2 Januari 2019 
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BAB I  
 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 

ingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi 

setiap warga negara yang dijamin oleh Negara Pasal 28 H 

ayat (1) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Tahun 1945. Untuk menjamin hak tersebut, instrumen 

pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 

dilakukan, termasuk pada kriteria baku kerusakan ekosistem 

gambut, yang maksimal sampai saat ini. 

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran 

batas perubahan fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup 

yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap 

melastarikan fungsinya. Kriteria baku kerusakan lingkungan 

bagian dari instrumen pencegahan dan pencemaran kerusakan 

lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup 

meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku 

kerusakan akibat perubahan iklim.  Gambut termasuk  dalam 

kriteria baku kerusakan ekosistem yang ada dalam Pasal 21 ayat 

(3) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Indonesia memiliki lahan gambut yang sangat luas dan 

merupakan lahan gambut tropika terluas di dunia, yaitu sekitar 

50% dari total lahan gambut tropika dunia, merupakan negara 

keempat dengan lahan gambut terbesar di dunia setelah Kanada, 

Rusia, dan USA. Lahan gambut memiliki fungsi ekologis yang 

penting sebagai ekosistem penyangga kehidupan, pengantur 

hidrologi, suplai air, dan pengendali banjir, habitat, dan sarana 

L 
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konservasi keanekaragaman hayati, serta sebagai pengendali 

iklim global.  

Lahan gambut juga berperan dalam pengendali iklim 

global karena kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan 

karbon. Lahan gambut di Indonesia menyimpan sekitar 46 Gt 

karbon atau sekitar 8-14 % dari karbon yang terdapat dalam 

gambut di dunia (Maltby dan Immirizi, 1993). Kerusakan yang 

terjadi di lahan gambut menyebabkan hilangnya karbon ke udara 

yang menjadi salah satu penyebab utama pemanasan global. 

Dalam perkembanganya pengelolaan lahan gambut telah 

dilakukan oleh masyarakat lokal dalam skala kecil secara arif. 

Lahan gambut  yang dimanfaatkan masyarakat untuk perkebunan 

karet/kelapa. Sejalan dengan program perluasan permukiman 

transmigrasi pada tahun 80-an, lahan gambut banyak dibuka 

secara besar-besaran untuk pertanian tanaman pangan. Selain itu 

pembukaan lahan gambut banyak juga dilakukan untuk 

perkebunan sawit atau untuk pengusahaan Hutan Tanaman 

Industri  (HTI) tanaman Acacia sp.   

Akibatnya pembukaan lahan dan pengelolaan lahan 

gambut dilakukan secara luas dan lebih memperhatikan nilai 

ekonomi. Pada akhirnya memarjinalkan ekologisnya dari aspek 

lingkungan hidup. Hal ini menyebabkan kerusakan gambut yang 

menimbulkan berbagai dampak yang sangat mengkhwatirkan 

terjadi kerusakan ekosisistem gambut.  

Di Kalimantan Timur, gambut salah satu bagian dari 

proses pembentukan batubara. Batubara terbentuk dari tumbuh-

tumbuhan yang mengalami proses pembusukan, pemanfaatan, 

dan proses perubahan sebagai akibat bermacam-macam pengaruh 

kimia dan fisika. Proses pembentukan dari sisa-sisa tumbuhan 

menjadi gambut kemudian menjadi batubara muda sampai 

batubara tua.  
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Pada proses pembentukan batubara pertama berupa 

gambut yang merupakan tumbuhan yang telah mati dan 

mengalami dekomposisi sebagian serta terakumulasi dalam 

payau. Pada waktu pengambilanya, kandungan airnya antara 

80%-90%, tetapi setelah dikeringkan di udara terbuka kandungan 

airnya hanya 5%-6%.  

Di sisi lain gambut cocok untuk dijadikan bahan bakar, 

hanya saja nilai kalorinya kecil, sedang gambut kering dapat 

dibuat menjadi briket dengan proses tekan ataupun dengan 

menggunakan zat pengikat seperti tar. Keberadaan gambut saat 

ini kadang disebut dengan lahan gambut. Pada dasarnya lahan 

gambut merupakan suatu ekosistem yang unik dan rapuh, karena 

lahan tersebut berada pada suatu lingkungan rawa, yang terletak 

di belakang (backswamp) tanggul sungai (levee).  

Oleh karena dalam lingkungan rawa, maka lahan tersebut 

senantiasa tergenang dan tanah yang terbentuk pada umumnya 

merupakan tanah yang belum mengalami perkembangan seperti 

tanah alluvial (Entisols) dan tanah-tanah yang berkembang dari 

tumpukan bahan organik, yang lebih dikenal sebagai tanah 

gambutError! Bookmark not defined. atau tanah organik 

(Histosols), (Nugroho dan Mulyanto, 2003).  

Gambut adalah sisa timbunan tumbuhan yang telah mati 

dan kemudian diuraikan oleh bakteri anaerobik dan aerobik 

menjadi komponen yang lebih stabil. Selain zat organik yang 

membentuk gambut terdapat juga zat anorganik dalam jumlah 

yang kecil. Jumlah areal gambut di dunia diperkirakan 420 juta 

hectare atau mungkin lebih dari 500 juta hectare. Endapan 

gambut terdapat di seluruh dunia yang memenuhi syarat-syarat 

yang memungkinkan pembentukan gambut (Sukandarrumidi, 

2004).  

Indonesia memiliki lahan rawa yang cukup luas dan 

sebagian besar lahan rawa tersebut merupakan gambut yang 
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tersebar terutama di Sumatera, Kalimantan dan Papua. 

Soepraptohardjo dan Dressen (1976 dalam Sukandarrumidi, 

2004) memperkirakan areal gambut di Indonesia mencapai 16 

juta hectare lebih dengan perincian:  

1. Pantai Timur Sumatera  : 9,7 juta hectare. 

2. Kalimantan   : 6,3 juta hectare.  

3. Lain-lain    : 1,3 juta hectare.  
 

Pengelolaan tanah gambut di Indonesia belum memadai, 

karena kurangnya pemahaman tentang karakteristik ekosistem 

rawa yang belum diketahui secara utuh. Adanya permasalahan 

seperti aktivitas penebangan, pengangkutan kayu, pembukaan 

lahan rawa gambut untuk pertanian yang dilakukan dengan cara 

membuat saluran drainase untuk mengatur tinggi muka air tanah, 

menyebabkan terjadinya penurunan tinggi muka air tanah dan 

perubahan ekosistem rawa, sehingga mengakibatkan perubahan 

karakteristik lahan gambut. Selain itu, adanya kebakaran hutan 

juga menjadi permasalahan yang sering terjadi. 

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan 

cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya 

keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan 

produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan 

asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu 

transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara.  

Gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia akhir-

akhir ini telah melintasi batas negara (Nugroho dan Mulyanto, 

2003). Kebakaran yang terjadi di hutan rawa gambut sangat sulit 

untuk dipadamkan, sehingga langkah-langkah pencegahan 

terhadap terjadinya kebakaran hutan di areal rawa gambut 

menjadi sangat penting.  

Sulitnya memadamkan kebakaran hutan di areal rawa 

gambut disebabkan bahan bakar tersedia dalam jumlah yang 
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sangat melimpah dalam keadaan kering, angin biasanya pada 

musim kemarau bertiup cukup kencang, dan penjalaran api di 

bawah permukaan yang sulit dideteksi sehingga hal tersebut 

sangat menyulitkan pemadaman kebakaran. Beberapa kejadian 

kebakaran di areal rawa gambut hanya dapat dipadamkan oleh 

hujan yang lebat dalam waktu cukup lama. 

Secara umum kriteria baku kerusakan ekosistem gambut, 

yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam 

rangka untuk upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup. Minimnya pengetahuan terkait kriteria baku 

kerusakan ekosistem gambut, menempatkan gambut pada 

kejadian yang biasa apabila terjadi kerusakan. Namun sebenarnya 

ada permasalahan yang besar, yang menjadi tanggungjawab 

bersama semua pihak supaya terjadi hal-hal negatif seperti yang 

disebutkan di atas.  

Ketentuan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut, 

penting untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ekosistem 

dalam kawasan hutan. Pada dasar pengaturan kriteria baku 

kerusakan ekosistem gambut ini, menjadi telaah awal untuk 

pengantar dalam buku ini. Secara umum buku menyajikan dalam 

5 (lima) bab yang terdiri atas pendahuluan berisi gambaran umum 

terkait dengan gambut, bab dua karekteristik gambut di 

Indonesia, bab ketiga peraturan perundang-undangan yang 

mengatur terkait dengan gambut, dan bab terakhir mengenai 

putusan-putusan Mahkamah Agung terkait dengan gambut dan 

contoh kasusnya.  
 

1.2 Pengertian Gambut 

Berdasarkan perspektif gambut, terdapat dalam Peraturan 

Pemerintah yang menyebutkan bahwa gambut adalah material 

organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang 
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